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Negara Bukan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Terminal untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS) memiliki peran strategis dalam
mendukung pembangunan maritim Indonesia. Namun, realisasi
penerimaan tersebut masih belum optimal akibat permasalahan tata
kelola, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan kelemahan sistem
pengawasan. Penelitian ini  menggunakan metode Systematic
Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA untuk
mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis 87 referensi ilmiah yang
relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola pelabuhan yang
tumpang tindih regulasi dan terfragmentasi menjadi hambatan utama
dalam memastikan akuntabilitas pembayaran sewa perairan TUKS.
Selain itu, kesenjangan kompetensi SDM, khususnya pada aspek
literasi regulasi, keterampilan digital, dan integritas, menjadi faktor
penghambat implementasi kebijakan yang efektif. Sistem pengawasan
yang masih administratif juga terbukti tidak mampu menjamin
transparansi dan mencegah maladministrasi, sehingga diperlukan
transformasi menuju pengawasan digital berbasis blockchain, big data,
serta pendekatan multi-level governance. Sintesis literatur menegaskan
keterkaitan erat antara tata kelola, SDM, dan pengawasan dalam

kerangka governance triangle, di mana SDM berperan sebagai
mediator implementasi dan pengawasan berfungsi sebagai mekanisme
kontrol. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model
konseptual integratif yang menghubungkan ketiga aspek tersebut
secara simultan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur
mengenai tata kelola sektor maritim, sedangkan secara praktis
memberikan rekomendasi strategis berupa penyederhanaan regulasi,
peningkatan kapasitas SDM, dan digitalisasi pengawasan guna
meningkatkan kontribusi PNBP TUKS bagi pembangunan nasional.

ABSTRACT

Non-Tax State Revenue (PNBP) from Private Port Terminals (TUKS)
plays a strategic role in supporting Indonesia’s maritime development.
However, its realization remains suboptimal due to governance issues,
human resource (HR) capacity gaps, and ineffective supervision
systems. This study applies a Systematic Literature Review (SLR)
method using the PRISMA protocol to identify, evaluate, and
synthesize 87 relevant scientific sources. The findings reveal that
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overlapping regulations and institutional fragmentation in port
governance constitute major barriers to ensuring accountability in
TUKS water lease payments. Moreover, gaps in HR capacity—
particularly in regulatory literacy, digital competence, and integrity—
further undermine the effectiveness of policy implementation.
Administrative supervision systems are also found to be inadequate in
ensuring transparency and preventing maladministration, thereby
requiring a shift towards digital supervision based on blockchain, big
data, and multi-level governance. The synthesis underscores the strong
interconnection between governance, HR, and supervision within the
governance triangle framework, where HR serves as the mediator of
implementation and supervision acts as the control mechanism. The
novelty of this research lies in its integrative conceptual model that
simultaneously links the three aspects. Theoretically, this study
enriches the literature on maritime governance; practically, it provides
strategic recommendations for regulatory simplification, HR capacity
building, and supervision digitalization to enhance PNBP contributions
from TUKS to national development.
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Pendahuluan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki peran strategis dalam mendukung
pembangunan nasional, karena berfungsi sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara di
luar sektor perpajakan (Ayana et al., 2024; Kaushik et al., 2024; Li & Wang, 2024; Liu & Ren,
2023; Mdanat et al., 2024; Purnama et al., 2023; Suhayati & Sarifudin, 2024; Triadmaja & Prima,
2024). Dalam konteks pembangunan maritim Indonesia, PNBP dari sektor kepelabuhanan
memegang peranan penting mengingat pelabuhan merupakan simpul utama perdagangan
domestik maupun internasional (Ayana et al., 2024; Liu & Ren, 2023; LK Audited Ditjen Hubla,
2022; Mdanat et al., 2024; Utama et al., 2024). Globalisasi ekonomi dan meningkatnya mobilitas
perdagangan internasional mendorong kebutuhan akan sistem pengelolaan pelabuhan yang tidak
hanya efisien tetapi juga akuntabel (Almeida, 2023; Brunila et al., 2023; Dong et al., 2023; Kishore
et al., 2024; Martins et al., 2024; Mdanat et al., 2024). Dalam hal ini, Terminal untuk Kepentingan
Sendiri (TUKS) hadir sebagai instrumen strategis yang memungkinkan perusahaan atau badan
usaha menggunakan perairan pelabuhan bagi kepentingan industrinya sendiri, sehingga
diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui
mekanisme sewa perairan.

Namun demikian, realisasi PNBP dari sewa perairan TUKS hingga kini belum optimal.
Sejumlah fenomena lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan TUKS masih menghadapi
berbagai persoalan, baik dari sisi regulasi, kapasitas sumber daya manusia, maupun sistem
pengawasan (Atas et al., 2021; Monios et al., 2024; Moros-Daza & Jubiz-Diaz, 2024; Paulauskas
et al.,, 2021; Theotokas et al., 2024; Utama et al., 2024). Tata kelola pelabuhan yang semestinya
berlandaskan prinsip good governance seringkali terhambat oleh tumpang tindih regulasi dan
lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, kapasitas SDM pengelola pelabuhan masih belum
seragam, dengan kesenjangan signifikan dalam penguasaan regulasi, teknologi digital, serta
manajemen modern. Lebih lanjut, sistem pengawasan yang diterapkan masih cenderung bersifat
administratif sehingga menciptakan celah dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi
implementasi kebijakan. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap rendahnya realisasi PNBP dari
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sewa perairan TUKS (Brunila et al., 2023; Liu & Ren, 2023; Mdanat et al., 2024; Olaniyi et al.,
2024; Utama et al., 2024; Wilmsmeier et al., 2024a).

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep good governance yang
menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi dalam tata
kelola sektor public (de Boer, 2023; Latupeirissa et al., 2024; Lobont et al., 2024; Wirtz et al,,
2022). Konsep ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan lembaga publik tidak hanya
ditentukan oleh ketersediaan regulasi, melainkan juga kapasitas SDM dan mekanisme
pengawasan yang memadai. Teori sumber daya manusia juga digunakan untuk menjelaskan
bahwa kualitas SDM merupakan faktor fundamental dalam keberhasilan implementasi kebijakan
publik. Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini menitikberatkan pada integrasi antara
tata kelola, kualitas SDM, dan sistem pengawasan dalam upaya mengoptimalkan PNBP dari sewa
perairan TUKS (Almashyakhi, 2022; Brunila et al., 2023; Liu & Ren, 2023; Mdanat et al., 2024; Su
et al., 2024; Utama et al., 2024).

Penelitian terdahulu banyak membahas tata kelola pelabuhan, kualitas SDM, maupun
sistem pengawasan, namun sebagian besar dilakukan secara parsial. Kajian yang
menghubungkan ketiga aspek tersebut dengan PNBP, khususnya dalam konteks TUKS, masih
sangat terbatas (Monios et al.,, 2024; Moros-Daza & Jubiz-Diaz, 2024; Rahayu et al., 2024;
Theotokas et al., 2024; Wilmsmeier et al., 2024a). Sebagian besar penelitian terdahulu juga
menitikberatkan pada pendekatan kuantitatif berbasis data keuangan, sehingga kurang menggali
fenomena yang lebih mendalam. Gap inilah yang melatarbelakangi penelitian ini untuk
menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk menelaah, menganalisis,
dan mensintesis literatur guna menggali fenomena secara lebih holistik.

Dari sisi empiris, beberapa studi menguatkan pentingnya penelitian ini. Governance
maritim di negara berkembang seringkali terhambat oleh persoalan regulasi dan kapasitas
kelembagaan (Rahayu et al., 2024). Adanya kesenjangan kompetensi SDM pelabuhan, khususnya
dalam adaptasi teknologi digital (Mutiara Dewi & Hanty, 2022) , kelemahan pengawasan
administratif dalam menjamin akuntabilitas penerimaan negara (Badan & Daerah, 2023). Fakta
empiris ini memperkuat urgensi penelitian mengenai keterkaitan tata kelola, SDM, dan
pengawasan dalam optimalisasi PNBP TUKS.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang
menghubungkan tiga variabel utama—tata kelola, kualitas SDM, dan sistem pengawasan—secara
simultan untuk menjelaskan pencapaian PNBP TUKS. Tidak hanya itu, metode kualitatif deskriptif
memungkinkan eksplorasi yang lebih kontekstual dan mendalam dibandingkan pendekatan
kuantitatif yang cenderung deskriptif statistik. Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi
yang berbasis pada realitas lapangan sekaligus memperkaya literatur akademik mengenai tata
kelola sektor maritim.

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis melalui pengembangan
model integratif yang menjelaskan keterkaitan tata kelola, SDM, dan pengawasan dalam
meningkatkan penerimaan negara. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan strategis
bagi pemerintah, pengelola pelabuhan, dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang
lebih efektif. Implikasi kebijakan yang ditawarkan meliputi penyederhanaan regulasi implementatif,
penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, serta digitalisasi sistem pengawasan. Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga aplikatif dalam mendukung
agenda pembangunan maritim Indonesia.

Tata Kelola Pelabuhan (Port Governance)

Tata kelola pelabuhan merupakan faktor fundamental yang menentukan efektivitas
pengelolaan sumber daya maritim serta kontribusi pelabuhan terhadap perekonomian nasional.
Dalam kerangka good governance, pelabuhan harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi,
akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi pemangku kepentingan (Andersen et al., 2023;
Brooks et al., 2022; Monios et al., 2024; Rahayu et al., 2024; UNCTAD, 2023). Transformasi tata
kelola pelabuhan global ditandai dengan pergeseran dari model tradisional berbasis negara ke
model hibrida yang melibatkan sektor swasta dan pemerintah secara kolaboratif (Andersen et al.,
2023; Ismail et al., 2024; Puriningsih, 2020).

Di Indonesia, pengelolaan pelabuhan masih menghadapi berbagai persoalan regulasi.
Tantangan utama tata kelola pelabuhan di negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah
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lemahnya koordinasi antarinstansi dan tumpang tindih kewenangan (Rahayu et al., 2024).
Regulasi yang tidak konsisten sering menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada
rendahnya efektivitas implementasi kebijakan, termasuk dalam konteks PNBP (Afzali et al., 2021;
Alert, 2022; Koeswahyono et al., 2022; OECD, 2021; Sandjoyo & Sunitiyoso, 2023).

Selain itu, keberhasilan tata kelola pelabuhan sangat dipengaruhi oleh kemampuan otoritas
pelabuhan dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Alamoush et
al., 2021; Gu et al.,, 2023; Monios et al., 2024; Othman et al., 2022). Hal ini menuntut adanya
kerangka regulasi yang adaptif, terintegrasi, serta berbasis teknologi digital.

Dalam konteks Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), tata kelola yang baik
berimplikasi langsung terhadap akuntabilitas pembayaran sewa perairan. Ketidakjelasan regulasi
dan lemahnya koordinasi antarinstansi pengelola berpotensi menciptakan kebocoran penerimaan
negara. Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa institutional voids atau
kekosongan institusional menjadi penghambat serius dalam governance sektor maritim di Asia
Tenggara (Fortnam et al., 2022).

Dengan demikian, literatur menyimpulkan bahwa tata kelola pelabuhan yang kuat
merupakan prasyarat untuk mengoptimalkan PNBP. Namun, keberhasilan tata kelola tidak bisa
dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang memadai.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Sektor Maritim

Kualitas SDM merupakan salah satu variabel kunci dalam meningkatkan efektivitas
pengelolaan pelabuhan. Menurut teori human capital, investasi pada pendidikan, pelatihan, dan
pengembangan keterampilan SDM akan meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi
(Arokiasamy et al., 2023; Criscuolo et al., 2024; Moros-Daza & Jubiz-Diaz, 2024; Theotokas et al.,
2024; Utama et al., 2024). Dalam konteks pelabuhan, SDM yang berkualitas diharapkan mampu
memahami regulasi, menguasai teknologi digital, serta memiliki integritas dalam pengelolaan
keuangan negara (Autsadee et al., 2023; Choudhary & Kumar, 2023; Lou et al., 2024).

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia adalah
kesenjangan kompetensi SDM, khususnya dalam hal literasi regulasi dan adaptasi teknologi
digital. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya program pelatihan yang berorientasi pada
kebutuhan industri maritim modern (Gayatri et al., 2023; Kurnia et al., 2022; Ricardianto et al.,
2020; Theotokas et al., 2024; Utama et al., 2024).

Sementara itu, pentingnya digital skills dalam menghadapi era smart port. Transformasi
digital pelabuhan menuntut SDM yang mampu mengoperasikan sistem informasi terintegrasi,
melakukan analisis big data, dan memahami aspek keamanan siber. Tanpa SDM yang kompeten,
upaya digitalisasi hanya akan menambah kompleksitas birokrasi tanpa menghasilkan peningkatan
efisiensi (Othman et al., 2022; Paraskevas et al., 2024; Theotokas et al., 2024; Toolkit, n.d.; Utama
et al., 2024).

Selain kompetensi teknis, aspek integritas juga menjadi faktor penting. Kelemahan
integritas SDM dalam pengelolaan TUKS berimplikasi pada praktik maladministrasi yang
mengurangi efektivitas pengawasan penerimaan negara. Dengan demikian, penguatan kualitas
SDM tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga moralitas dan etika kerja (Brooks et al.,
2021, 2022; Moros-Daza & Jubiz-Diaz, 2024; Rahayu et al., 2024).

Secara teoritis, literatur ini memperkuat pandangan bahwa kualitas SDM merupakan faktor
determinan dalam tata kelola pelabuhan. Namun, peran SDM akan optimal hanya jika didukung
dengan sistem pengawasan yang ketat dan adaptif.

Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan merupakan instrumen penting untuk memastikan kepatuhan terhadap
regulasi serta menjamin akuntabilitas penerimaan negara. Akuntabilitas publik hanya dapat
terwujud apabila terdapat mekanisme pengawasan yang transparan, independen, dan berbasis
hukum (Bernardo et al., 2024; Casady et al., 2024; Florio, 2024; Malgieri & Pasquale, 2024;
Murikah et al., 2024).

Dalam konteks pelabuhan, sistem pengawasan yang masih bersifat administratif seringkali
menimbulkan celah dalam implementasi kebijakan. Pengawasan terhadap TUKS di Indonesia
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cenderung bersifat prosedural, dengan fokus pada pemenuhan dokumen administratif, bukan pada
substansi kepatuhan (Foorthuis, 2020; Komba et al.,, 2025; Noprianty et al., 2025). Hal ini
membuka peluang terjadinya manipulasi data dan pengurangan nilai sewa perairan yang
seharusnya masuk sebagai PNBP.

Literatur internasional juga menekankan pentingnya pengawasan berbasis teknologi.
Penerapan digital monitoring system berbasis blockchain dapat meningkatkan transparansi
transaksi keuangan di sektor pelabuhan, sekaligus meminimalisasi praktik korupsi. Hal ini relevan
untuk diterapkan dalam konteks TUKS agar sistem pembayaran sewa perairan lebih transparan
dan akuntabel (Franky Devano Sianturi et al., 2024; Suyanto et al., 2024).

Pengawasan harus dilakukan secara multi-level governance, yakni melibatkan pemerintah
pusat, pemerintah daerah, otoritas pelabuhan, serta masyarakat sipil (Nainggolan et al., 2024;
Prasetyo, ., et al.,, 2025; Prasetyo, Sumartono, et al., 2025; Safuan et al., 2023). Pendekatan
partisipatif ini diyakini mampu mempersempit celah maladministrasi dan meningkatkan kepatuhan
pemilik TUKS terhadap kewajiban PNBP.

Dengan demikian, literatur menegaskan bahwa kelemahan sistem pengawasan menjadi
salah satu akar masalah rendahnya realisasi PNBP. Solusi yang ditawarkan adalah peralihan dari
model pengawasan administratif ke model pengawasan berbasis digital dan partisipatif.

Keterkaitan Tata Kelola, SDM, dan Pengawasan terhadap PNBP TUKS

Literatur yang ada menegaskan bahwa tata kelola pelabuhan, kualitas SDM, dan sistem
pengawasan memiliki keterkaitan yang erat dalam memengaruhi penerimaan negara dari sektor
maritim. Model integratif ini dapat dijelaskan melalui kerangka governance triangle(Akpinar & Ozer-
Caylan, 2023; Sim et al., 2024; Trenggono et al., 2025) , yang menekankan sinergi antara regulasi,
kapasitas aktor, dan mekanisme pengawasan.

Tanpa tata kelola yang baik, sistem pengawasan tidak akan efektif karena regulasi yang
tumpang tindih menciptakan ambiguitas implementasi. Sebaliknya, tanpa SDM yang kompeten,
tata kelola yang ideal sulit diwujudkan karena aktor pelaksana tidak memiliki kapasitas yang
memadai (Rahayu et al., 2024).

Penelitian empiris mendukung kerangka ini dengan menunjukkan bahwa lemahnya SDM
dan pengawasan menjadi faktor utama rendahnya kontribusi pelabuhan swasta terhadap
penerimaan negara di Asia Tenggara (Moros-Daza & Jubiz-Diaz, 2024; Rahayu et al., 2024) .
Dengan demikian, optimalisasi PNBP dari TUKS di Indonesia harus ditempuh melalui pendekatan
integratif yang menghubungkan ketiga aspek tersebut.

Kerangka Konseptual Penelitian
Berdasarkan kajian literature, penelitian ini mengusulkan kerangka konseptual sebagai
berikut:
1. Tata kelola pelabuhan memengaruhi efektivitas pengelolaan TUKS, terutama dalam aspek
regulasi dan koordinasi antarinstansi.
2. Kualitas SDM menjadi variabel mediasi yang menentukan keberhasilan implementasi tata
kelola dan pengawasan.
3. Sistem pengawasan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk menjamin akuntabilitas
pembayaran sewa perairan.
4. Ketiga aspek tersebut secara simultan berkontribusi terhadap optimalisasi PNBP TUKS.
Dengan kerangka ini, penelitian berupaya menjawab gap empiris sekaligus memberikan
landasan teoretis bagi upaya peningkatan PNBP dari sektor kepelabuhanan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur iimiah terkait optimalisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui tata kelola, kualitas sumber daya manusia, dan sistem
pengawasan dalam pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Metode SLR ini
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dipilih untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap kondisi empiris, teori, serta praktik
terbaik yang relevan dalam konteks maritim Indonesia. Berdasarkan Levels of Evidence Pyramid,
Systematic Literature Reviews dan Meta Analysis memiliki kualitas bukti yang paling baik dalam
hirarki penelitian.

EVIDENCE-BASED CL2taple -l LEVELS OF EVIDENCE PYRAMID'

As you move from the base of the /

pyramud, the quality of evidence Systemotic Review

y Sy stemnintic reviews Analysls
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Figure 2. PRISMA flowchart
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SLR ini disusun berdasarkan panduan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses) yang tervisualisasi dari gambar flowchart diatas, dengan beberapa
tahap utama:

1. Identifikasi pertanyaan penelitian (Research Questions):

Table 1. Research Questions

Bagaimana tata kelola pelabuhan (port governance) memengaruhi kontribusi
PNBP TUKS di Indonesia?

RQ2 | Bagaimana kualitas SDM maritim berperan dalam optimalisasi PNBP TUKS?

RQ1

Bagaimana sistem pengawasan dapat meningkatkan transparansi dan

RQ3 akuntabilitas penerimaan negara dari TUKS?

Bagaimana integrasi antara tata kelola, SDM, dan sistem pengawasan

RQ4 membentuk kerangka konseptual yang mendukung peningkatan PNBP TUKS?

2. Strategi pencarian literatur:

Pencarian artikel dilakukan pada basis data Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Emerald,
Taylor & Francis, dan Google Scholar. Boolean serach action yang digunakan antara lain:

o Tata Kelola Pelabuhan dan PNBP

(TITLE-ABS-KEY("port governance” OR “"harbor governance” OR "maritime
governance")) AND (TITLE-ABS-KEY("non-tax state revenue" OR "PNBP" OR "non tax
revenue")) AND (TITLE-ABS-KEY("Terminal untuk Kepentingan Sendiri* OR "TUKS" OR
"private port terminal)) AND (PUBYEAR > 2020 AND PUBYEAR < 2025)

o Kualitas SDM Maritim

(TITLE-ABS-KEY("human resources" OR "maritime workforce" OR "port employees" OR
"seafarers")) AND (TITLE-ABS-KEY("quality" OR "competence" OR "skills" OR "capacity
building")) AND (TITLE-ABS-KEY("maritime sector" OR "port management" OR
"shipping industry")) AND (TITLE-ABS-KEY("PNBP" OR "non-tax state revenue" OR
"port revenue")) AND (PUBYEAR > 2020 AND PUBYEAR < 2025)
o Sistem Pengawasan dan Transparansi

(TITLE-ABS-KEY("port supervision” OR "maritime supervision" OR "port monitoring"))
AND (TITLE-ABS-KEY("accountability" OR "transparency"” OR "compliance"”)) AND

(TITLE-ABS-KEY("Terminal untuk Kepentingan Sendiri" OR "TUKS")) AND (TITLE-ABS-
KEY("PNBP" OR "non-tax revenue")) AND (PUBYEAR > 2020 AND PUBYEAR < 2025)

o Digitalisasi dan Smart Port
(TITLE-ABS-KEY("digital monitoring system” OR "blockchain" OR "big data" OR "smart
port" OR "port digitalization")) AND (TITLE-ABS-KEY("transparency” OR "accountability”
OR "audit")) AND (TITLE-ABS-KEY("port governance" OR "maritime governance")) AND
(TITLE-ABS-KEY("PNBP" OR "non-tax state revenue")) AND (PUBYEAR > 2020 AND
PUBYEAR < 2025)

o Model Integratif ( Tata Kelola _+ SDM + Pengawasan)
(TITLE-ABS-KEY("port governance") AND TITLE-ABS-KEY("human resources") AND
TITLE-ABS-KEY ("supervision)) AND (TITLE-ABS-KEY ("integration® OR "conceptual
framework"” OR "governance triangle")) AND (TITLE-ABS-KEY("PNBP" OR "non-tax
state revenue" OR "port revenue")) AND (TITLE-ABS-KEY("Terminal untuk Kepentingan
Sendiri" OR "TUKS")) AND (PUBYEAR > 2020 AND PUBYEAR < 2025)

3. Kiriteria inklusi:
o Artikel ilmiah terbit antara 2020-2025.
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o Artikel berbahasa Inggris atau Indonesia.
o Relevan dengan tema tata kelola pelabuhan, SDM maritim, pengawasan, dan PNBP.
o Tipe artikel: jurnal terindeks, prosiding, dan laporan resmi.

4. Kriteria eksklusi:
o Artikel opini tanpa basis empiris.
o Penelitian yang tidak berhubungan dengan konteks PNBP atau sektor maritim.
o Artikel duplikat.

Proses Seleksi Literatur

1. Dari hasil pencarian awal, diperoleh +320 artikel.

2. Setelah proses penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, tersisa 87 referensi yang
relevan.

3. Dari evaluasi lebih lanjut (full text review), diperoleh 63 artikel jurnal internasional, 10 artikel
jurnal nasional, 5 buku/monograf/laporan intsitusional, 3 laporan institusi nasional, 4
regulasi/kebijakan/hukum, 4 proceeding/konferensi,3 preprint/whitepaper. Jadi total ada 87
referensi yang dijadikan dasar analisis.

Analisis dan Sintesis Data

1. Tahap ekstraksi data: setiap artikel dievaluasi untuk mengidentifikasi tujuan penelitian,
metode, temuan utama, dan keterkaitannya dengan PNBP, tata kelola, SDM, dan
pengawasan.

2. Pengkodean tema (thematic coding) dilakukan dengan bantuan NVivo 12 Plus, untuk
mengelompokkan data menjadi tema-tema utama:

o Tata kelola pelabuhan

o Kualitas SDM

o Sistem pengawasan

o Keterkaitan ketiga aspek dengan PNBP

3. Sintesis naratif digunakan untuk mengintegrasikan hasil literatur, sehingga terbentuk
kerangka konseptual integratif bagi optimalisasi PNBP TUKS.

Validitas dan Reliabilitas

1. Triangulasi sumber: menggunakan kombinasi jurnal internasional, nasional, dan dokumen
kebijakan pemerintah.

2. Peer debriefing: hasil sintesis diverifikasi dengan pakar bidang kepelabuhanan dan tata
kelola publik.

3. Audit trail: setiap tahapan pencarian, seleksi, dan analisis didokumentasikan untuk
menjamin transparansi metodologi.

Table 2. Ringkasan Artikel Utama

No. | Penulis & Tahun Fokus Penelitian Metode Temuan Utama
1 Monios et al. Konsep tata kelola Kualitatif, Governance
(2024) pelabuhan pasca- analisis pelabuhan harus
pandemi kebijakan adaptif & kolaboratif

untuk menjaga
stabilitas PNBP

2 Rahayu et al. Tantangan Studi kasus & Kesenjangan
(2024) governance wawancara regulasi & kapasitas
maritim di Global SDM jadi hambatan
South kontribusi PNBP
3 Moros-Daza & Manajemen tenaga SLR SDM berkompeten &
Jubiz-Diaz (2024) | kerja di pelabuhan digital skill jadi kunci
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smart port dan

efisiensi
4 | Utama et al. (2024) | Model transformasi Model Digitalisasi
digital pelabuhan konseptual meningkatkan
Indonesia transparansi &
pengawasan PNBP
5 Wilmsmeier et al. Fragmentasi Analisis Fragmentasi
(2024) institusional dalam kebijakan kelembagaan —
governance kebocoran PNBP
pelabuhan

Berdasarkan analisis literatur, terdapat empat tema utama yang menjadi benang merah:

1.

Tata Kelola Pelabuhan — Regulasi yang adaptif dan koordinasi antar-instansi menentukan
kelancaran pembayaran PNBP TUKS. Fragmentasi kelembagaan menjadi hambatan
utama (Monios et al., 2024; Wilmsmeier et al., 2024a).

Kualitas SDM Maritim — Kompetensi digital dan integritas pegawai pelabuhan merupakan
syarat mutlak keberhasilan governance. Gap kompetensi SDM di negara berkembang
masih signifikan (Moros-Daza & Jubiz-Diaz, 2024; Theotokas et al., 2024).

Sistem Pengawasan — Model administratif tradisional rawan maladministrasi. Solusi yang
ditawarkan literatur adalah digital monitoring system (blockchain, big data, smart port) serta
multi-level governance yang melibatkan public (Nainggolan et al., 2024; Suyanto et al.,
2024).

Kerangka Konseptual Integratif — Tata kelola, SDM, dan pengawasan saling berkaitan.
SDM berfungsi sebagai variabel mediasi, sementara pengawasan berperan sebagai
mekanisme kontrol. Ketiganya berkontribusi langsung pada optimalisasi PNBP TUKS.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil SLR yang melibatkan 87 sumber (63 artikel jurnal internasional, 10

artikel jurnal nasional, 5 buku/monograf/laporan intsitusional, 3 laporan institusi nasional, 4
regulasi/kebijakan/hukum, 4 proceeding/konferensi, 3 preprint/whitepaper), yang divisualisasikan
dari tabel pemetaan relevansi artikel dibawah yang memuat 15 artikel utama yang paling relevan
sebagai data kajian terstruktur dan ringkas.

Table 3. Pemetaan Relevansi Artikel

No. Referensi Tahun|| Jenis Fokus Utama Relevansi .k.e Tema
Penelitian
Afzali, Golak & Fu — Journal|| 2021 || Artikel || Ketidakpastian ekonomi | Relevan untuk konteks
1 of Financial Stability Jurnal & korupsi tata kelola & transparansi
keuangan (PNBP)
Akpinar & Ozer-Caylan — || 2023 || Artikel Resiliensi organisasi Relevan dengan tata
2 Management Research Jurnal maritime kelola pelabuhan & SDM
Review
Alamoush, Ballini & Olger — || 2021 || Artikel Port sustainability & Relevan dengan
3 Journal of Shipping and Jurnal SDGs keberlanjutan pelabuhan
Trade
4 Almeida — Businesses 2023 || Artikel Transformasi digital Relevan langsung pada
Jurnal pelabuhan digitalisasi pelabuhan
Andersen et al. — Journal of || 2023 || Artikel Model governance Relevan pada governance
5 Shipping and Trade Jurnal pelabuhan negara pelabuhan (TUKS/PNBP)
berkembang
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No. Referensi Tahun|| Jenis Fokus Utama Relevansi _k_e Tema
Penelitian
6 Brooks et al. - WMU 2021 || Artikel Transparansi & Relevan dengan tata
Journal of Maritime Affairs Jurnal || akuntabilitas governance kelola pelabuhan
7 Paulauskas et al. — Sensors|| 2021 | Artikel || Evaluasi level digitalisasi Relevan pada
Jurnal pelabuhan transformasi digital
Utama et al. — 2024 || Artikel ||Model kematangan digital|| Relevan langsung pada
8 Transportation Research Jurnal |[transformasi di pelabuhan kasus Indonesia
Interdisciplinary Indonesia
Perspectives
Rahayu et al. — Marine 2024 || Artikel | Governance transportasi Relevan untuk
9 Policy Jurnal || maritim di Global South | perbandingan tata kelola
pelabuhan
10 Purnama et al. — Jurnal 2023 || Artikel Peningkatan PNBP Relevan untuk kebijakan
IiImiah Kebijakan Hukum Nasional sektor imigrasi PNBP
Sandjoyo & Sunitiyoso — || 2023 || Artikel || Dampak regulasi PNBP || Relevan untuk regulasi &
11 Jurnal Manajemen Nasional implementasi PNBP
Keuangan Publik
12 Ismail et al. - MARLOG 2024 ||Prosiding|| Governance model untuk || Relevan untuk tata kelola
Proceedings transisi energi hijau berkelanjutan
Safuan et al. — Visions for || 2023 || Artikel Implementasi ESG di Relevan untuk
13 Sustainability Jurnal pelabuhan Indonesia sustainability & global
alignment
14 Sim et al. — arXiv 2024 || Preprint || Smart port logistics & || Relevan untuk digitalisasi
metaverse & inovasi
15 Ricardianto et al. — Warta || 2020 || Artikel Smart port di era Relevan untuk digitalisasi
Penelitian Perhubungan Nasional Revolusi Industri 4.0 & SDM

Dari 87 sumber referensi dan setelah melalui metode Systematic Literature Review (SLR)
ditemukan bahwa optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari TUKS sangat
dipengaruhi oleh tiga variabel kunci: tata kelola pelabuhan, kualitas sumber daya manusia (SDM),
dan sistem pengawasan.

Table 4. Hasil dan Pembahasan

Pertanyaan (QR) Tema Utama Hasil Pembahasan
Bagaimana tata 00 Regulasi adaptif —» | ' Governance yang | Tata kelola pelabuhan
kelola pelabuhan menentukan lemah berdampak menjadi fondasi
memengarubhi kepastian langsung pada utama. Tanpa regulasi

kontribusi PNBP
TUKS di Indonesia?

pembayaran PNBP.
0 Fragmentasi
kelembagaan —
menciptakan

rendahnya realisasi
PNBP (Monios et al.,
2024; Wilmsmeier et
al., 2024b).

yang jelas dan
koordinasi efektif,
TUKS cenderung
menghindari

kebocoran [l Institutional voids kewajiban finansial.

penerimaan. masih tinggi di Asia Governance adaptif

[l Koordinasi Tenggara, yang berbasis good

antarinstansi — kunci | menghambat governance

efektivitas kepatuhan (Fortnam meningkatkan

implementasi. et al., 2022). transparansi
sekaligus

akuntabilitas.

Bagaimana kualitas
SDM maritim
berperan dalam
optimalisasi PNBP

[l Kompetensi digital
— prasyarat smart
port & sistem
pembayaran

0 Gap kompetensi
digital signifikan di
negara berkembang
(Moros-Daza & Jubiz-

SDM berfungsi
sebagai variabel
mediasi antara tata
kelola dan
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TUKS?

elektronik.

[l Literasi regulasi —
mencegah
maladministrasi.

00 Integritas moral —
menekan peluang
korupsi dan
manipulasi data.

Diaz, 2024;
Theotokas et al.,
2024).

0 Tanpa SDM yang
berkualitas,
digitalisasi pelabuhan
justru memperbesar
kompleksitas (Utama
et al., 2024).

pengawasan.
Pelabuhan
membutuhkan tenaga
kerja dengan digital
Skills dan integritas
tinggi agar sistem
keuangan negara
benar-benar
akuntabel.

Bagaimana sistem
pengawasan dapat
meningkatkan
transparansi dan
akuntabilitas
penerimaan negara
dari TUKS?

0 Model administratif
tradisional —
prosedural, rawan
manipulasi.

[ Digital monitoring
system — blockchain,
big data, smart port.
0O Multi-level
governance —
melibatkan pusat,
daerah, otoritas,
masyarakat sipil.

[l Pengawasan
administratif tidak
efektif menjamin
akuntabilitas
(Foorthuis, 2020;
Noprianty et al.,
2025).

0 Blockchain di
pelabuhan Pontianak
terbukti meningkatkan
transparansi transaksi
(Franky Devano
Sianturi et al., 2024).

Transformasi
pengawasan mutlak
dilakukan.
Penggunaan
teknologi berbasis
blockchain mampu
menutup celah
maladministrasi.
Selain itu, pelibatan
multi-aktor
menciptakan checks
and balances dalam
pengelolaan TUKS.

Bagaimana integrasi
antara tata kelola,
SDM, dan sistem
pengawasan
membentuk
kerangka konseptual
yang mendukung
peningkatan PNBP
TUKS?

O Tata kelola —
fondasi regulasi dan
koordinasi.

0 SDM — mediator
implementasi.

[l Pengawasan —
mekanisme kontrol

[l Ketiga variabel
saling terkait
membentuk
governance triangle
(Akpinar & Ozer-
Caylan, 2023; Sim et
al., 2024).

0 Model integratif
menghasilkan strategi
lebih efektif dibanding
pendekatan parsial.

Pendekatan integratif
merupakan kontribusi
kebaruan penelitian
ini. Model konseptual
menunjukkan bahwa
optimalisasi PNBP
tidak bisa dicapai
hanya dengan
memperkuat satu
aspek, tetapi harus
melalui kombinasi tata
kelola adaptif, SDM
kompeten, dan
pengawasan digital-
partisipatif.

Berikut deskripsi hasil Systematic Literature Review (SLR) dari 87 referensi relevan
menunjukkan bahwa optimalisasi PNBP dari Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sangat
dipengaruhi oleh tiga variabel utama: tata kelola pelabuhan, kualitas sumber daya manusia (SDM),

dan sistem pengawasan.

1. Tata Kelola Pelabuhan
Literatur menegaskan bahwa tata kelola yang adaptif dan konsisten menjadi fondasi utama
bagi realisasi PNBP. Regulasi yang tumpang tindih serta fragmentasi kelembagaan terbukti
menurunkan kepatuhan pemilik TUKS dalam memenuhi kewajiban sewa perairan.
Kejelasan aturan dan koordinasi lintas instansi sangat menentukan transparansi serta
efektivitas implementasi kebijakan (Monios et al., 2024; Wilmsmeier et al., 2024b).

2. Kualitas SDM Maritim
Kompetensi digital, literasi regulasi, dan integritas moral menjadi faktor kunci dalam
menunjang keberhasilan transformasi
kompetensi SDM di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih signifikan sehingga
menghambat penerapan teknologi digital untuk memperkuat akuntabilitas keuangan negara
(Moros-Daza & Jubiz-Diaz, 2024; Theotokas et al., 2024).

3. Sistem Pengawasan

pelabuhan menuju smart port.

Namun,

gap
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Sistem pengawasan tradisional yang prosedural terbukti tidak efektif menutup celah
maladministrasi. Literatur menekankan urgensi transisi menuju pengawasan digital
berbasis blockchain, big data, dan smart monitoring system, yang mampu meningkatkan
transparansi transaksi sekaligus memperkuat akuntabilitas (Foorthuis, 2020; Franky
Devano Sianturi et al., 2024).
4. Keterkaitan Tata Kelola, SDM, dan Pengawasan

Sintesis literatur menunjukkan keterhubungan erat ketiga variabel tersebut dalam kerangka

governance triangle. SDM berperan sebagai mediator implementasi, sementara

pengawasan berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Sinergi ketiganya menjadi syarat
mutlak bagi keberhasilan optimalisasi PNBP TUKS (Akpinar & Ozer-Caylan, 2023; Sim et

al., 2024).

Temuan ini memperkuat teori good governance, yang menekankan prinsip transparansi,
akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik. Tata kelola pelabuhan yang tidak konsisten,
ditambah lemahnya koordinasi antarinstansi, menciptakan kondisi institutional voids yang
mengurangi efektivitas kebijakan PNBP (Fortnam et al., 2022). Oleh karena itu, penyederhanaan
regulasi dan penguatan koordinasi menjadi langkah krusial.

Dari perspektif human capital theory, kualitas SDM menjadi faktor determinan keberhasilan
implementasi kebijakan maritim. Tanpa tenaga kerja yang kompeten secara digital dan
berintegritas, transformasi digital pelabuhan justru dapat meningkatkan kompleksitas birokrasi
tanpa menghasilkan efisiensi (Utama et al., 2024). Dengan demikian, investasi pada peningkatan
kapasitas SDM merupakan prasyarat bagi keberhasilan tata kelola maupun pengawasan.

Pada aspek pengawasan, mayoritas literatur menilai bahwa pendekatan administratif
konvensional sudah tidak memadai. Pengawasan berbasis teknologi digital, terutama blockchain,
terbukti mampu menekan peluang korupsi, manipulasi data, dan kebocoran penerimaan negara.
Selain itu, konsep multi-level governance yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, otoritas
pelabuhan, dan masyarakat sipil mempersempit peluang maladministrasi sekaligus meningkatkan
legitimasi kebijakan (Nainggolan et al., 2024).

Kontribusi utama penelitian ini adalah pada pengembangan model konseptual integratif.
Model ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola tanpa dukungan SDM berkualitas atau
pengawasan yang ketat tidak akan optimal, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, strategi
peningkatan PNBP TUKS perlu ditempuh melalui integrasi tiga dimensi: regulasi adaptif,
penguatan kapasitas SDM, dan digitalisasi pengawasan.

Hasil kajian literatur menegaskan bahwa optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) TUKS tidak dapat dicapai hanya dengan memperkuat salah satu aspek, melainkan melalui
integrasi tiga variabel utama: tata kelola pelabuhan, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan
sistem pengawasan.

Pertama, dari sisi tata kelola pelabuhan, kelemahan regulasi dan fragmentasi kelembagaan
menjadi hambatan signifikan. Literatur internasional dan nasional menunjukkan bahwa tumpang
tindih kewenangan antarinstansi menurunkan kepatuhan pelaku usaha dalam pembayaran sewa
perairan (Monios et al., 2024; Wilmsmeier et al.,, 2024). Hal ini konsisten dengan konsep
institutional voids (Fortnam et al., 2022), di mana ketidakjelasan aturan memperbesar celah
maladministrasi.

Kedua, kualitas SDM maritim berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan
regulasi dan implementasi. Kesenjangan literasi regulasi, keterbatasan kompetensi digital, serta
lemahnya integritas pegawai pelabuhan berdampak langsung terhadap rendahnya efektivitas
kebijakan. Teori human capital mempertegas bahwa investasi pada SDM menjadi determinan
keberhasilan governance (Moros-Daza & Jubiz-Diaz, 2024; Theotokas et al., 2024). Tanpa
dukungan SDM yang berkompeten, digitalisasi pelabuhan justru berpotensi menambah beban
birokrasi tanpa meningkatkan efisiensi (Utama et al., 2024).

Ketiga, sistem pengawasan menjadi instrumen pengendali yang menjamin akuntabilitas
penerimaan negara. Model administratif yang prosedural dinilai tidak lagi efektif (Foorthuis, 2020).
Literatur kontemporer menawarkan solusi berupa pengawasan digital berbasis blockchain dan big
data, serta pendekatan multi-level governance yang melibatkan masyarakat sipil (Franky Devano
Sianturi et al., 2024; Nainggolan et al., 2024). Transformasi ini terbukti meningkatkan transparansi
transaksi sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan.
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Secara konseptual, integrasi ketiga variabel tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka
governance triangle (Akpinar & Ozer-Caylan, 2023; Sim et al., 2024). Regulasi menjadi fondasi,
SDM sebagai pelaksana, dan pengawasan sebagai mekanisme kontrol. Kegagalan pada salah
satu sisi segitiga ini akan berimplikasi pada rendahnya kontribusi PNBP TUKS. Penelitian ini
memperkaya literatur dengan menawarkan model integratif yang aplikatif dalam konteks maritim
Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil sintesis dari 87 referensi relevan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tata kelola pelabuhan yang adaptif, jelas, dan konsisten merupakan prasyarat utama
dalam memastikan kepatuhan pembayaran PNBP TUKS. Fragmentasi kelembagaan dan
regulasi yang tumpang tindih masih menjadi hambatan utama.

2. Kualitas SDM maritim menjadi variabel kunci dalam menghubungkan tata kelola dan
pengawasan. Kompetensi digital, literasi regulasi, dan integritas moral terbukti berperan
signifikan dalam mendukung akuntabilitas penerimaan negara.

3. Sistem pengawasan administratif tradisional tidak lagi memadai; pendekatan digital
berbasis blockchain dan multi-level governance terbukti lebih efektif dalam menjamin
transparansi dan mencegah maladministrasi.

4. Model konseptual integratif (governance triangle) yang menghubungkan tata kelola, SDM,
dan pengawasan secara simultan memberikan kontribusi teoretis baru sekaligus
rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan PNBP TUKS di Indonesia.

Penelitian ini memberikan sejumlah saran yang bersifat akademis maupun praktis yang
ditujukan bagi pemangku kepentingan, pengelola pelabuhan, otoritas pengawasan, serta peneliti
selanjutnya. Saran-saran berikut diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkuat tata kelola,
meningkatkan efektivitas kebijakan, serta membuka ruang pengembangan penelitian di masa
mendatang.

1. Bagi Pemerintah
Menyederhanakan regulasi TUKS serta memperkuat koordinasi lintas instansi melalui
regulasi tunggal yang adaptif.

Mengintegrasikan prinsip good governance dalam setiap kebijakan kepelabuhanan dengan

menekankan transparansi dan akuntabilitas publik.

2. Bagi Pengelola Pelabuhan
Melakukan investasi berkelanjutan pada pengembangan SDM, terutama dalam kompetensi
digital dan pemahaman regulasi.

Mengadopsi smart port management system untuk meningkatkan efisiensi operasional

sekaligus memperkuat akuntabilitas keuangan negara.

3. Bagi Otoritas Pengawasan
Beralih dari model administratif ke digital monitoring system berbasis blockchain, big data,
dan real-time auditing.

Menerapkan multi-level governance yang melibatkan masyarakat sipil dan pihak

independen sebagai pengawas eksternal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Melakukan uji empiris terhadap model konseptual integratif dengan data primer di
pelabuhan Indonesia.

Mengembangkan studi komparatif antarnegara di Asia Tenggara untuk memperkaya

pemahaman mengenai variasi model governance dalam optimalisasi PNBP sektor maritim.
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